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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 86 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA
CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

A. TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH.

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD

mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan

keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat

diperoleh melalui:

1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan
evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik
oleh Perangkat Daerah.

2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat
maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh

lembaga yang kompeten dibidangnya.

Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan
memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk
menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:
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1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode
sebelumnya yaitu:

a. hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun
RPJPD periode berikutnya;

b. hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun
RPJMD periode berikutnya; dan

c. hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya untuk menyusun
RKPD periode berikutnya.

2. Memiliki hubungan /keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap
aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
a. menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek

tertentu;
b. melihat trend (kecenderungan);
c. menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
d. menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.

4. Menyatakan fakta dan permasalahan dari aspek yang dianalisis dapat

dilakukan dengan cara:

a. perbandingan antar waktu;

b. perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional);
dan/atau

c. perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Informasi yang digunakan wuntuk mendukung penjelasan fakta dan
permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-

lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A.1Informasi Kondisi Umum Daerah.

Informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

A.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah,

mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan



-198 -

wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi
pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.
a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
1) luas dan batas wilayah administrasi;
2) letak dan kondisi geografis; antara lain terdiri dari:
a) posisi astronomis;
b) posisi geostrategis; dan
c) kondisi/kawasan; antara lain meliputi:
(1) pedalaman;
(2) terpencil;
(3) pesisir;
(4) pegunungan; dan
(5) kepulauan.
3) topografi; antara lain terdiri dari:
a) kemiringan lahan; dan
b) ketinggian lahan.
4) geologi; antara lain terdiri dari:
a) struktur dan karakteristik; dan
b) potensi kandungan.
5) hidrologi; antara lain terdiri dari:
a) daerah aliran sungai;
b) sungai, danau dan rawa; dan
c) debit.
6) klimatologi; antara lain terdiri dari:
a) tipe;
b) curah hujan;
¢) suhu; dan
d) kelembaban.
7) penggunaan lahan; antara lain terdiri dari:
a) kawasan budidaya; dan
b) kawasan lindung.
b. Wilayah rawan bencana
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi
wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami,
abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan

lain-lain.
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A.1.2. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,
kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan

kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

A.1.3. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah
yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya
seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-

lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

A.1.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus
menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di
disajikan dalam Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui
oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk
mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan
senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota,
pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau
menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam

menyusun perencanaan pembangunan daerah.
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Tabel T-A.1

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan PDRB

PDRB;4;) — PDRB

x 100%
PDRBy,

Dimana:
t+1 = tahun pengamatan PDRB
t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Laju inflasi

[{(1 + AInf,)(1 + Alnf, )(1 + AInf)}/t] — 1

Dimana :

Alnf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.
Sedangkan Alnf dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Irlf(n+1) — lnf(n)

Alnf = x 100%

Inf
Dimana :
Inf, = nilai inflasi pada tahun n
Infinyqy = nilai pada 1 tahun berikutnya

n = tahun ...

PDRB per kapita

PDRB
Penduduk Pertengahan tahun

Indeks Gini

G :1_ZPi(Qi +Qi—1)

dimana:
Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai
kelas ke-i

Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:
G <0,3 = ketimpangan rendah
0,3<G=0,5 = ketimpangan sedang
G > 0,5 = ketimpangan tinggi

Pemerataan
pendapatan versi Bank
Dunia

40 — P,
P —P

YD, = Qi — X qj

Dimana:

YD4 = Persentase pendapatan yang
diterima oleh 40 % penduduk
lapisan bawah

Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan
ke i-1

Pi = Persentase kumulatif penduduk
ke i

qi Persentase pendapatan ke




-201 -

BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
_ 4/ (Yl — Y)zfi In
W= —
Dimana:
Untuk kabupaten/kota:
Yi = PDRB perkapita di kecamatan I
Indeks ketimpangan | Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota
6. | Williamson (Indeks | Fi = jumlah penduduk di kecamatan i
Ketimpangan Regional) | n = jumlah penduduk di kab/kota
Untuk provinsi
Yi = PDRB perkapita di kab/kota i
Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
fi = jumlah penduduk di kab/kota i
n = jumlah penduduk di provinsi
Persentase penduduk
7. diatas garis | (100 — angka kemiskinan)
kemiskinan
1| Z-TFi
Po= —> |: :|
) Z
dimana:
] ] = Rasio kesenjangan kemiskinan
3. Rasio kesenjangan (proverty gap)
kemiskinan
Z = garis kemiskinan
q = jumlah penduduk miskin
= pendapatan individu penduduk
miskin
n = jumlah penduduk
Proporsi penduduk
dengan pendapatan Jumlah pddk miskin dengan pendptn
O. kurang dari USD 1,00 di bawah $ 1 PPP

(PPP) per kapita per
hari

Po (dolar PPP) =

Jumlah penduduk

x100%
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BIDANG
N RUM
© URUSAN/INDIKATOR UMUS
IPM =1/3[Xq) + X + X3)]
Dimana:
X :Indeks harapan hidup
X : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-
rata lama sekolah)
X@) : Indeks standar hidup layak
Indeks Xg= X - Xgmin / [X@maks - X(i)min]
Dimana:
X : Indikator ke-i (i =1, 2, 3)
X@) : Nilai maksimum sekolah X
X@3) : Nilai minimum sekolah X
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
10 Indeks Pembangunan
" | Manusia (IPM) Indikator Komponen Nilai Nilai Catatan
IPM (=X(I)) maksimum | Minimum
Angka Harapan 85 95 Sesuai standar
Hidup global (UNDP)
Sesuai standar
Angka Melek Huruf 1
ngka Melek Huru 00 0 global (UNDP)
Rata-rata lama 15 0 Sesuai standar
sekolah global (UNDP)
UNDP
Konsumsi per kapita 300.000 menggunakan
yang disesuaikan | 732.720 @ b ' PDB per kapita
1996 riil yang
disesuaikan
Lt
LITf;, = —* x 100
p15+
Dimana:
t - .
11. | Angka melek huruf LIT s, angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas) pada
tahun t
Lis;, = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa
menulis pada tahun t
P, = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.
Angka rata-rata lama Kombinasiﬂ antgra partisipasi s§kolah,. jenjang pend.id.ikan yang
12. sedang dijalani, kelas yang diduduki dan  pendidikan yang
sekolah .
ditamatkan.
13 Angka wusia harapan | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi
" | hidup tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
14 Persentase balita gizi Jumlah balita gizi buruk 100%
" | buruk Jumlah balita x °
15 Prevalensi balita gizi Banyaknya balita gizi kurang 100%
" | kurang Jumlah balita x °
D i Jumlah desa siaga aktif
16. Ca@pan esa Siaga : g : <100%
Aktif Jumlah desa siaga yang dibentuk
isi i Angkatan kerja 15 tahun ke atas
17, Angka partisipasi g J <100%

angkatan kerja

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
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BIDANG
N RUM
© URUSAN/INDIKATOR UMUS
18 Tingkat partisipasi Jumlah penduduk Angkatan Kerja 100%
" | angkatan kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) X °
Tingkat pengangguran Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
19. . x100%
terbuka Jumlah penduduk angkatan kerja
Rasio penduduk yang . . Penduduk yang bekerja
20. bekerja Rasio penduduk yang bekerja= Anglatan kerja x100%
Laj h Produk Domestik Bruto
1 | Laiu pertumbu ' an uto 100%
PDB per tenaga kerja Jumlah tenaga kerja
Rasio kesempatan
99, kerja te'rhadap Kesempata%n kerja <100%
penduduk usia 15 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
tahun ke atas
Proporsi tenaga kerja
yang berusaha sendiri Tenaga kerja yang berusaha sendiri
23. | dan pekerja bebas dan pekerja bebas keluarga <100%
keluarga terhadap Total kesempatan kerja °
total kesempatan kerja
Keluarga Pra Sejahtera Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
24. | dan Keluarga - x100%
. jumlah keluarga
Sejahtera I
‘ Ky = __Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Nilai
Total unsur yang terisi penimbang
Dimana:
Bobot nilai rata-rata __Jumlahbobot  _ 1 _
tertimbang Jumlah Unsur 14 ’
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan
Indeks Kepuasan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
NILAI
NILAI KINERJA
pERSEPsI | INTERVAL | eS| PELAYANAN UNIT
IKM IKM PELAYANAN
1 1,00 -1,75 25—43,75 D Tidak baik
2 1,76 — 2,50 | 43,76 — 62,50 C Kurang baik
3 251 -3,25 | 62,51-81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 | 81,26 — 100,00 A Sangat baik
P PAD PAD
6. ersentase <100%
terhadap pendapatan Jumlah pendapatan daerah
27. | Opini BPK Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan
keuangan daerah
08 Pencapaian skor Pola | PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing
" | Pangan Harapan (PPH) | kelompok pangan
Penguatan cadangan Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota
29, 8 8 £ pans paten/kota _; 60%

pangan

100 ton
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BIDANG
N RUM
© URUSAN/INDIKATOR UMUS
Menjumlahkan 3 indikator:
1. Pertanian:ketersediaan pangan
= ketersediaan : kebutuhan beras
2. Kesehatan:preferensi energi
30. Penanganan  daerah | _ __ (ngizi<-25D) %100%
rawan pangan (n balita yang dikumpulkan PSG)
3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera
o Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu
syarat sebagai keluarga sejahtera.
o Keluarga sejahtera-satu (KS1) jika dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal.
Kontribusi kt
on I'l.L'IS1 sextor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan
31. | pertanian/perkebunan Tumlah PDRB x100%
terhadap PDRB umia
30 Koritrll?u51 lsek't.or Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) 100%
' f:rrhzzginPDR(ga awija) Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan X °
Produksi kt
33. roct .Sl sextor Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
pertanian
34 Kor;{tr;bum ¢ sektor Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) 100%
' i:ia:) ::;Ez d;;r;;)r;e];n Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan X ?
Produksi kt
35. rocuist SEXIOT | Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
perkebunan
Kontribusi  Produksi Jumlah Prgduk31 padi/ bahap pangan utama lokal
. hasil kelompok petani (ton) Tahun n
36. | kelompok petani - - x100%
terhadan PDRB Jumlah produksi padi/bahan pangan utama
crhadap di daerah (ton)Tahun n
K i i k
ontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan
37. | kehutanan terhadap =7 PDRE x100%
PDRB Jumla
Kontribusi kt
ontribust sextor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan
38. | pertambangan Tumlah PDRB x100%
terhadap PDRB umia
K i i k
on.tr.1bus1 sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
39. | pariwisata terhadap 2 PORE x100%
PDRB Jumla
Kontribusi sector
40 kelautan dan | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan 100%
" | perikanan terhadap jumlah PDRB X °
PDRB
Kontribusi kt
ontrbust sextor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan
41. | Perdagangan terhadap Jumlah PDRB x100%
PDRB umia
K i i k
ontr1bgs1 sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri
42. | Industri terhadap x100%

PDRB

Jumlah PDRB




- 205 -

BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Kontribusi industri
43 rumah tangga Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga 100%
" | terhadap PDRB sektor Jumlah PDRB sektor Industri x °
Industri
. Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)**)
44. | Pertumbuhan Industri - x100%
Jumlah Industri s/d Tahun n
Kontribusi
ontr u ot . Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi
45. | transmigrasi terhadap Jumlah PDRB x100%
PDRB umia
ASPEK DAYA SAING DAERAH
P 1 k i
chgetiatan konsumst Total Pengeluaran RT
1. | rumah tangga per
. Jumlah RT
kapita
. . Indeks yang diterima petani (It)
2. | Nilai tukar petani - - x 100
Indeks yang dibayar petani (Ib)
Persentase . Total Pengeluaran RT Non Pangan
3. | pengeluaran konsumsi x 100%
. Total Pengeluaran
non pangan perkapita
4 Produktivitas total Nilai Tambah Sektor ke-i
" | daerah Jumlah Angkatan Kerja
Persentase desa
5. | berstatus swasembada Jumlah desa atau kelurahan berswasembada 10.000
terhadap total desa Jumlah desa atau kelurahan x
Rasio Ekspor + Impor
6 terhadap PDB Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa
) (indikator keterbukaan PDB
ekonomi)
Rasio pinjaman
terhadap Jumlah pinjaman di bank umum
7. . . - - -
simpanan di bank Dana pihak ketiga di bank umum
umum
3 Failod . pmjama; Jumlah pinjaman di BPR
' craacap stmpanan c Dana pihak ketiga di BPR
BPR
9 Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun 10.000
" | yang tertangani Jumlah penduduk x
. Penduduk usia<15 th+usia>64
10. | Rasio ketergantungan x100

Penduduk usia 15-64
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Tabel T-A.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan
11 Pendidikan Anak Usia Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 100%
- Dini (PAUD) Jumlah anak usia 4 — 6 Tahun * °
Et
APK}, = —2x 100
IJh,a
Dimana,
h = jenjang pendidikan
a = kelompok usia
1.2. Angka partisipasi kasar | + - {ghun
El = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai
usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h
Pi, = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada
kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan h
B
APTy = ptX 100
Angk didik Dimana:
ngka pendidikan yang s -
13, ditamatkan h jenjang pendidikan
t = tahun
P! = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h
pada tahun t
Pt = total jumlah penduduk pada tahun t
¢ _ Ena
APM{ = —"x 100
Ph,a
dimana:
h = jenj didik
Angka Partisipasi jenjans ben 1 reat
1.4. M . a = kelompok usia
urni
t = tahun
Ej,, = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah
di tingkat pendidikan h pada tahun t
Pi. = jumlah penduduk kelompok usia a
Angka Partisipasi Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang
1.4.1. | Murni (APM) SD/MI/Paket A <100%
SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun °
Angka‘l Partisipasi | j;miah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B
1.4.2. | Murni (APM) Jamiah Juduk kel K usia 13-15 Tah x100
SMP/MTs/Paket B umlah penduduk kelompok usia 13- ahun
Angka Partisipasi | j;miah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA /Paket C
1.4.3. | Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun
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BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
¢ _ Ena
APSy = —==x1.000
Ph,a
dimana:
h = jenj didik
15 Angka partisipasi _ Jkel}]ang r;en 1 rean
.. sekolah a = kelompok usia
t = tahun
Ej, = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat
pendidikan h pada tahun t
P}f‘a = jumlah penduduk kelompok usia a
s Ankgliah Parﬁs{fgg; APS Jumlah murid usia 7-12thn
0. 1. sekola 7-127 - x1i.
SD/MI/Paket A Jumlah penduduk usia 7-12 thn
152 Anfliah partis(ii);l;)i APS Jumlah murid usia 13-15 thn 1.000
O 4. seKola 7-12= - X1.
SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk usia 13-15 thn
153 Ankgklah partis(ip;:s;)i APS Jumlah murid usia 16-18 thn 1.000
.0.9. sekola 7-12% - xl.
SMA/SMK/MA /Paket C Jumlah penduduk usia 16-18 thn
1.6. Angka Putus Sekolah:
Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI
16.1 Angka Putus Sekolah se-Kabupaten dan Kota <100%
7| (APS) SD/MI Jumlah Seluruh APS SD/MI °
se-Kabupaten dan Kota
Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs
1.6.2. &r;gsk)aSMP;l/tll\,}IsTSSekolah se-Kabupaten dan Kota <100%
Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota °
Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA
163 Angka Putus Sekolah se-Kabupaten dan Kota <100%
7| (APS) SMA/SMK/MA Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA °
se-Kabupaten dan Kota
1.7. Angka Kelulusan:
Ancka Kelul AL Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 100%
1.7.1. Sg%l\/?l elulusan  (AL) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada X 0
jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya
Ancka Kelul AL Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 100%
1.7.2. Sll;lﬁ) /aMTse ulusan  (AL) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada X ?
jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya
Ancka Kelul AL Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 100%
1.7.3. Sll;l/[gA/aSMIE /idisan (AL) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada X 0
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya
18 Angka Melanjutkan
o (AM):
181 [Xﬁkad . Msellglng/ﬁtkin Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
T (SMll /MTa: / ¢ | Jumlah fulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya
1.8.2 ‘Xﬁki . Shﬁlljar;;ﬁtkin Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
T (SM A) / Sall\fllK /M A/ ® %€ | Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya
1.9. Fasilitas Pendidikan:
Sekolah pendidika}g Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
1.9.1. | SD/MI kondisi x100%

bangunan baik

Jumlah seluruh sekolah SD/MI
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Sekolah pendidikan Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan
1.9.2 SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 100%
7% | SMA/SMK/MA kondisi Jumlah seluruh sekolah XU
bangunan baik SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Rasio ketersediaan
110 sekolah/penduduk Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) 10.000
7| usia sekolah | Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn
pendidikan dasar
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)
1.11. . n x10.000
penduduk usia sekolah Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn
pendidikan menengah
10 Ra}fi‘l’ . z‘=’~uruc/1 Tg}f{rid Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)
S I pendicizan Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) =~
asar
1a RaSiF:i guru te;,f(lfﬁap Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)
.13. muri endidikan - x10.
menongah P Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)
Rasio guru/murid per Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas
1.14. kelas rata-rata sekolah - — x1000
d Jumlah murid pendidikan dasar
asar
Rasig guru  terhadap Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas
1.15. murid per kelas rata- - —: x10.000
rata Jumlah murid pendidikan menengah
Proporsi murid kelas 1
1.16. yang berhasil Banyaknya lulusaI'l SD <100%
menamatkan  sekolah Banyaknya penduduk usia 12 tahun
dasar
Angka melek  huruf
117 penduduk usia 15-24 Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf 100%
""" | tahun, perempuan dan Banyaknya penduduk usia 15-24 * °
laki-laki
.| Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun
Penduduk yang berusia
melek huruf se-Kabupaten dan Kota
1.18. | >15 Tahun melek huruf - x1009
(tidak buta aksara) Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun
Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota
1.19 Guru yang memenuhi Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 100%
7" | kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAX °
2. Kesehatan
_ Do_<i1th
AKB = Y. Lahir Hidup x 1000
Angka Kematian Bayi | Dimana:
2.1. (AKB) per 1000 | Dy_<ysn  =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)

kelahiran hidup

pada satu tahun tertentu.

> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun
tertentu.
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DO—Slth
AKB = 5——F——————x 1000
3 Lahir Hidup
AKHB = (1 — AKB)
Dimana:
9.9 Angka kelangsungan | 1 = per 1000 kelahiran
o hidup bayi AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)
Do_<1tn~ =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada
satu tahun tertentu.
>Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun
tertentu.
AKB = 2055t 1009
Y. Lahir Hidup
Angka Kematian Balita | Dimana:
2.3. per 1000  kelahiran | D,__.;, =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada
hidup satu tahun tertentu.
>Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun
tertentu.
Do_<1bin
AKB = 50— x1
Y, Lahir Hidup x 1000
Angka Kematian | Dimana:
2.4. Neonatal —per 1000 | D,__;,;, =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada
kelahiran hidup satu tahun tertentu.
> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran
Hidup pada satu tahun tertentu.
Aneka K o Tb Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin,
ngia Kematian u per dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun
2.5. 100,000 kelahiran - - — x100.00
hidup Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada
kurun waktu yang sama
Rasio posyandu per Jumlah posyandu
2-6. satuan balita Jumlah balita x1000
Ras‘io‘ . puskesmas, Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu
2.7. poliklinik, pustu per Jomlah Tuduk x1000
satuan penduduk umiah pendudu
0.8 Rasio Rumah Sakit per Jumlah rumah SakitxlOOO
o satuan penduduk Jumlah penduduk
Rasio dokter per satuan Jumlah dokter
9. 1
29 penduduk Jumlah pendudukX 000
i i Jumlah tenaga medis
2.10. Rasio tenaga medis per g <1000
satuan penduduk Jumlah penduduk
... | Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan
Cakupan komplikasi e e 1. . .
. difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
2.11. | kebidanan yang - - - - - - x100%
ditangani Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
Caku?an ple;tolongan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
persalinan oleh tenaga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
2.12. | kesehatan yang - — - x100%
S ; Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah
memiliki kompetensi keria dal K Kk
kebidanan erja dalam kurun waktu yang sama
Cakupan
Jumlah Desa / Kelurahan UCI
513 Dega/kelurahan ' / <100%
Universal Child Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

Immunization (UCI)
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Jumlah balita gizi buruk mendapat
Cakupan Balita Gizi | perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja
2.14. | Buruk mendapat pada kurun waktu tertentu 14
perawatan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu X
wilayah kerja dalam waktu yang sama
Proporsi penduduk
dengan asupan kalori d% Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya
bawah tingkat konsumsi . . . .
2.15. .. lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)
minimum (standar yang - x100%
digunakan  Indonesia Jumlah balita
2.100 Kkal/kapita/hari)
) Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi
Persentase anak usia 1 . .
. o campak di suatu wilayah selama 1 tahun
2.16. | tahun yang diimunisasi - - x100%
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah
campak
dan tahun yang sama
517 Non Polio AFP rate per Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan 100%
17+ 1100.000 penduduk jumlah penduduk < 15 tahun e
Jumlah penderita pnemonia balita
. yang ditangani di suatu wilayah kerja pada
Cakupan balita
218 neumonia an kurun waktu satu tahun <100%
e g't ! yang Jumlah perkiraan penderita pneumonia
tangant balita di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama
Cakupan penemuan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan
219 dan penanganan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun 100%
77" | penderita penyakit TBC Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam X ?
BTA Kurun wkt yang sama
Tingkat . prevalensi Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)
2.20. | Tuberkulosis (per Jumlah Penduduk pada & = x100.000
100.000 penduduk) umlah Penduduk pada kurun waktu yang sama
Tingkat kematia.n Jumlah Paisen TB yang meninggal
2.21. | karena Tuberkulosis x100.000
(per 100.000 penduduk) Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama
Proporsi jumlah kasus Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat
929 Tuberkulosis yang pengobatan melalui DOTS 100%
7| terdeteksi dalam Jumlah pasien baru TB paru BTA X °
program DOTS yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut
Proporsi kasus Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh
2.923 Tuberkulosis yang disuatu wilayah selama 1 tahun 100%
7" | diobati dan sembuh Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati X °
dalam program DOTS diwilayah dan pada kurun waktu yang sama
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
Cakupan penemuan . . .
di satu wil. Kerja selama 1 Tahun
2.24. | dan penanganan - - - - x100%
. . Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah
penderita penyakit DBD
dalam Kurun waktu yang sama
Jumlah penderita diare yang datang dan
dilayani disaran kesehatan dan kader
Penderita diare yang di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
2.25. ) . - - - x100%
ditangani Jumlah perkiraan penderita diare pada satu
wilayah tertentu dalam waktu yang sama
(10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)
Lo . Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu
2.26. | Angka kejadian Malaria x100.000
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun
i i i Jumlah kematian tersangka malaria
597 Tingkat kematian akibat g 1000

malaria

Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun
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Proporsi anak balita Banya}cgya balita yang pada malam sebelumnya
. survei tidur mengunakan kelambu yang sudah
2.28. |yang  tidur dengan divoteksi d nsektisid
kelambu berinsektisida Ipotexsi cengan insextisida x100%
Jumlah Balita
Proporsi anak balita
dengan demam yang Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun
2.29. ) . ; . — x100%
diobati dengan obat anti Jumlah penderita positif dalam 1 tahun
malaria yang tepat
P lensi HIV/AIDS Jumlah pasien HIV dan AIDS
revalensi . / di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
2.30. | (persen) dari total - - - x100%
. Jumlah penduduk disatu wiayah kerja
populasi
pada kurun waktu yang sama
Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom
Penggunaan kondom berhubunganlseks (lignl;galn pasankg;p tidak tetap
2.31. | pada hubungan seks selama 12 bulan terakhir
y . . - Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan
berisiko tinggi terakhir .
hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan teral
Proporsi Jumlah | gumiah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai
penduduk wusia 15-24 . .
tah ik pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit
2.32. anun - yang  memrixi HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu
pengetahuan - - - x100%
. Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah
komprehensif tentang d K
HIV/AIDS pada waktu yang sama
Cakupan pelay anan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana
kesehatan rujukan
2.33. asien masvarakat Kesehatan Strata 1 <100%
pasie y Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten
miskin
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.
Cak kuni sesuai standar
2.34. ba upan unjungan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100%
ayt Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padaX °
kurun waktu yang sama
Jumlah puskesmas
2.35. | Cakupan puskesmas x100%
Jumlah seluruh kecamatan
0.36. Cakupan pembantu Jumlah pembantu puskesmas <100%
puskesmas Jumlah seluruh desa
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan
.37 Cakupan kunjungan | antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu 100%
" | Ibu hamil K4 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah X °
kerja dalam kurun waktu sama
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali
pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah
Cakupan pelayanan .
2.38. nifas kerja pada kurun waktu tertentu 100%
seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam X ?
kurun waktu yang sama
Cakupan .neo.natus Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani
2.39. | dengan komplikasi yang Jumlah selarah 3 " casi q x100%
ditangani umlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan
Cakupan pelayanan pemantauan minimal 8 kali
u y . . .
2.40. anak balita di satu wilayah kerja ada waktu tertentu <100%

Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah
kerja dalam waktu yang sama
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Calliupan pe;nberi'an Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga
maxanan pendamping miskin yang mendapat MP-ASI
2.41. | ASI pada anak usia 6 - . x100%
24 bul Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan
wan keluarga keluarga miskin
miskin g
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya
Cakupan penjaringan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu
2.42. | kesehatan siswa SD dan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 104
setingkat Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja X
dalam kurun waktu yang sama
Cakupan pelayanan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1
2.43. | kesehatan dasar Jumlah selurah ot miski x100%
masyarakat miskin umlah seluruh masyarakat miskin
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1 Pelayanan gawat darurat level 1
2.44. yang harus diberikan Jumlah RS x100%
sarana kesehatan (RS)
Calkupin DTsa/. Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani
Kelurahan mengaiami > 24 jam dalam periode tertentu o
2.45. | KLB yang dilakukan - ——x100%
i Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi
penyelidikan ada periode yang sama
epidemiologi < 24 jam p p yang
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum:
Prqporsi . panjang Panjang jalan kondisi baik
3.1.1. | jaringan jalan dalam - -
kondisi baik Panjang jalan seluruhnya
Rasio  panjang . jalan Jumlah panjang jalan
3.1.2. | dengan jumlah
penduduk Jumlah penduduk
Perserllgase kawasan Jumlah kawasan pemukiman penduduk
pemukiman yang yang 1 Jalui k 4
3.1.3 belum dapat dilalui S iflan% be EIE dilalui endai{a}an roda ' <100%
kendaraan roda 4 umlah seluruh kawasan pemukiman pendudu
Persentase jalan
3.1.4 kabupaten dalam Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik <100%
o kondisi baik ( > 40 Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut °
KM/Jam)
Persentase jalan yang
memlllkl trotoar  dan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)
3.1.5. | drainase/saluran - - x100%
pembuangan air Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)
(minimal 1,5 m)
Pelrsentase sen;padljr{ Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
s, | ok et o bingunan s T o)
E an gi n a%l rumah liar Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km) ?
Persentase rumah Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
3.1.7 . S - x100%
tinggal bersanitasi Jumlah rumah tinggal
Perseqtase sempadag Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)
3.1.8. | sungai yang dipakai x1009

bangunan liar

Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)
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Persentase drainase
dalam kondisi baik/ Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)
3.1.9. . : - - - x100%
pembuangan aliran air Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)
tidak tersumbat
Tidak terjadi genangan > Luasan daerah yang tergenang
3.1.10. - . x100%
2 kali setahun Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang
Persentase
pembangunan turap di Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah
3.1.11.| wilayah jalan jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
. - x100%
penghubung dan aliran Jumlah seluruh wilayah rawan longsor
sungai rawan longsor
Persentase irigasi Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3.1.12.| kabupaten dalam — x100%
kondisi baik Luas irigasi kabupaten
3.1.13. Rasio Jari Iei . Panjang saluran irigasi
$he 29| RastoJanngan trigast Luas lahan budidaya pertanian
Penduduk berakses air minum
31.14. Persentase. penduduk <100%
berakses air minum Jumlah penduduk
Proporsi rumah tangga
dengan . akses Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air
berkelanjutan terhadap . . . .
3.1.15 . . minum yang terlindungi dan berkelanjutan
air minum layak, Jumlah Tuduk selurah x100%
perkotaan dan umlah penduduk seluruhnya
perdesaan
Persentase areal Luas Kawasan Kumuh .
3.1.16. kawasan kumuh Luas Wﬂayah x100%
T di fasili Volume sampah di perkotaan yang mengalami
3.1.17. ngsgi;:r?gzn sarr?;;}lfeclisi guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan
sampah sebelum masuk TPA
perkotaan x100%
Total volume sampah
Rasio tempat Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
3.1.18.| pemakaman umum per Jumlah Tuduk x1000
satuan penduduk umiah pendudu
i i Jumlah tempat ibadah
31.19. Rasio tempat ibadah per P <1000
satuan penduduk Jumlah penduduk
3.2. Penataan Ruang:
391 E?Sio Ruasn gt Terzuka Luas ruang terbuka hijau
2.1, ijau per Satuan Luas -
Wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah ber HPL/HGB
Luasan RTH publik Luasan RTH publik yang tersedia
399 sebesar 20% dari luas di akhir tahun pencapaian SPM 100%
7 | wilayah  kota/kawasan Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia X ¢
perkotaan di wilayah kota/kawasan perkotaan
Rasio bangunan ber- Jumlah bangunan ber — IMB
3.2.3. | IMB per satuan
b Jumlah bangunan
angunan
Ruang  publik  yang Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)
3.2.4. | berubah Jumlah blik n dia b x100%
peruntukannya umlah ruang publik yang tersedia (ha)
Rasio luas kawasan
tertutup pepohonap Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan
berdasarkan hasil . . . .
3.2.5. . . berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara
pemotretan citra satelit
dan survei foto udara Luas daratan
terhadap luas daratan
326 Ketaatan terhadap Realisasi RTRW 100
7 | RTRW Rencana Peruntukan
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4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.1 Rasi h lavak huni Jumlah rumah layak huni
1. asio rumah layak huni Jumlah penduduk
4.9 Rasio permukiman Luas pemukiman layak huni
- layak huni Luas wilayah permukiman
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu
4.3 Cakupan ketersediaan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100%
e rumah layak huni Jumlah rumah di suatu wilayah kerja X ?
pada kurun waktu tertentu
Cakupan layanan | Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni
4.4. rumah layak huni yang dan terjangkau pada kurun waktu tertentu <10
terjangkau Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu
Persentase pemukiman Luas area permukiman tertata
4.5. - x100
yang tertata Luas area permukiman keseluruhan
i Luas lingkungan permukiman kumuh
4.6 Persen‘;ase lingkungan g g P <100%
pemukiman kumuh Luas wilayah
Persentgse luasaq Luasan pemukiman kumuh yang tertangani
4.7. permukiman kumuh di 7 = = o x100%
kawasan perkotaan uas pemuximan xumu
Proporsi rumah tangga Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan
4.8. x100%
kumuh perkotaan Jumlah seluruh rumah
Cakupan  Lingkungan Jumlah lingkungan yang didukung PSU
Yang Sehat dan Aman
4.9. . pada kurun waktu tertentu
yang didukung dengan - x100%
PSU Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Cak.upan petugas 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota
Perlindungan
S.1. Masvarakat daerah pemekaran baru <100%
) Y 1 Wilayah kerja kabupaten/kota °
(Linmas)
Tingkat  penyelesaian
pelanggaran K3 Pelanggaran K3 yang terselesaikan 160%
5.2. (ketertiban, Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat °
ketentraman, dan terindentifikasi oleh SATPOL PP
keindahan)
Cakupan pelayanan Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran
5.3. bencana kebakaran . x100%
kabupaten /kota Luas wilayah kabupaten/kota
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani
S5.4. daerah layanan Wilayah dalam waktu maksimal 15 menit <100%
Manajemen Kebakaran Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK
(WMK)
55 Persentase Penegakan Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 100%
e PERDA Jumlah pelanggaran PERDA X °
6. Sosial
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang diberikan bantuan
6.1. memperoleh  bantuan - x100%
sosial Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
6.9 Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang tertanganixloo(y
- tertangani Jumlah PMKS yang ada °
Persentase PMKS skala
yang memperoleh | Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun 1
6.3. bantuan sosial untuk Jumlah PMKS dalam 1 tahun X
pemenuhan kebutuhan yang seharusnya memperolah bantuan sosial
dasar
Persentase .panti sosial Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi
yangbrnednenma progrqrri peserta program pemberdayaan masyarakat
pembercayaan sos1a melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
6.4. melalui kelompok usaha x100%
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
bersama (KUBE) atau di berd K
kelompok sosial menjadi peserta program pember layaan masyara gt
ekonomi sejenis lainnya melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
Persentase panti sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun
yang menyediakan yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos <100%
6.5. sarana prasarana Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun °
pelayanan  kesehatan yang seharusnya menyediakan sarana prasarana
sosial pelayanan kesos
Persentase wahana
kesejahteraan sosial Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang
berbasis masyarakat menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos <100%
6.6. (WKBSM) yang Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun ?
menyediakan sarana yang seharusnya menyediakan sarana prasrana
prasarana  pelayanan pelayanan kesos skala
kesejahteraan sosial
Jumlah korban bencana yang seharusnya
Persentase korban menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6.7 bencana yang menerima dalam 1 (satu) tahun <100%
o bantuan sosial selama Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima ¢
masa tanggap darurat bantuan sosial slama masa tanggap darurat
dalam 1 (satu) tahun
Persentase korban Jumlah korban bencana
ggncina . d yang | dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan
6.8. leva uaskl engan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 10(
rr;zrslilrl :r?a an t;ﬁraga Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi X
garurat lengkap £8ap dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala
Persentase penyandang | jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak
cacat flSﬂ_i dan .mer.ltal, potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun
serta lanjut usia tidak x1009
6.9. otensial an telah Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia
fnenerima y %aminan tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial
sosial dalam 1 (satu) tahun
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. Tenaga Kerja
Angka sqngketa Jumlah sengketa pengusaha pekerja
1.1. pengusaha-pekerja per Jamlah A x1000
tahun umlah perusahaan
B.esaran. kasus yang Y. kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
1.2. diselesaikan dengan x100%

Perjanjian Bersama (PB)

Y. kasus yang dicatatkan
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Besaran pencari kerja Y. pencari kerja yang ditempatkan
1.3. yang terdaftar yang - - x100%
ditempatkan Y. pencari kerja yang terdaftar
Jumlah perusahaan yang
14 Keselamatan dan menerapkan K3 pada Tahun n <100%
T perlindungan Jumlah perusahaan ?
di wilayah kabupaten pada Tahun n
Besaran pekerja/buruh 3 pekerja/buruh JAMSOSTEK
1.5. yang menjadi peserta kerialb h x100%
program Jamsostek % pekerja/buru
Perselisihan buruh dan Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan
L6 pengusaha terhadap pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun 0 100%
o kebijakan  pemerintah Jumlah kejadian perselisihan buruh dan °
daerah pengusaha dengan kebijakan pemda
17 Besaran Pemeriksaan Y. perusahaan yang telah diperiksa <100%
o Perusahaan Y, perusahaan yang terdaftar °
1.8 Besaran Pengujian 2. peralatan yang telah diuji <100%
e Peralatan di Perusahaan Y peralatan yang telah terdaftar °
Besaran tenaga kerja
1.9 yang mendapatkan Y. tenaga kerja yang dilatih <100%
o pelatihan berbasis Y. Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi °
kompetensi
Besaran tenaga kerja
110 yang mendapatkan Y. tenaga kerja yang dilatih <100%
77 | pelatihan berbasis Y. pendaftar pelatihan berbasis masyarakat °
masyarakat
Besaran tenaga kerja ' o
111 yang mendapatkan Y. tenaga kerja yang dilatih <100%
77" | pelatihan ¥ pendaftar pelatihan kewirausahaan °
kewirausahaan
Rasio lulusan Jumlah lulusan S1 /SQ/SS
1.12. 10.
2 | s1/s2/83 Jumlah penduduk x10.000
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi Pekerja perempuan di lembaga pemerintah
2.1. perempuan di lembaga x100
pemerintah Jumlah pekerja perempuan
Proporsi  kursi  yang Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan
2.2. diduduki perempuan di x100%
DPR Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD
53 Partisipasi perempuan Pekerja perempuan di lembaga swastaxloo
o di lembaga swasta Jumlah pekerja perempuan
. Jumlah KDRT
2.4. Rasio KDRT x100
Jumlah rumah tangga
55 fersentaie . djsmla}}i Pekerja anak usia 5-14 tahun 100
e uenrii%a ca  dibawa Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas
isipasi Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
26 Partisipasi angkatan p p g jap p <100%

kerja perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Cakupan  perempuan
dan anak korban
kekerasan yang Jumlah pengaduan/laporan yang
mendapatkan ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu
2.7. x100%
penanganan pengaduan Jumlah laporan/pengaduan yang
oleh petugas terlatih di masuk ke unit pelayanan terpadu
dalam unit pelayanan
terpadu
Cakupan  perempuan
dan anak korban | Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan
kekerasan yang oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu
mendapatkan layanan tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah
08 kesehatan oleh tenaga kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 100%
e kesehatan terlatih di Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang X )
Puskesmas mampu ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A
tatalaksana KtP/ A dan dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu
PPT/ PKT di Rumah dalam kurun waktu tertentu
Sakit
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
5.9 rehabilitasi sosial | Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos
e terlatih bagi perempuan Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos
dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu.
Cakupan penegakan
hukum  dari tingkat Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan
penyidikan sampat dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan
dengan putusan
2.10. . dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak
pengadilan atas kasus- x100%
Kasus kekerasan Jumlah perkara kekerasan 'te.rhadap
terhadap perempuan perempuan dan anak yang disidangkan
dan anak
Cakupan perempuan
911 l(ialrz anak korban Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum 100%
B me e negzlsoz?k an 1 ayglizrgl Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum x ?
bantuan hukum
Cakupan layanan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
pemulangan bagi yang mendapatkan pelayanan pemulungan
2.12. x100%
perempuan dan anak Jumlah perempuan dan anak korban
korban kekerasan kekerasan yang tercatat di UPT
Cakupan layanan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
913 reintegrasi sosial bagi | yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti
77" | perempuan dan anak dan masyarakat lainnya <100%
korban kekerasan Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial ?
Rasio APM
2.14. | perempuan/laki-laki di APM-SD perempuan
SD APM-SD laki-laki
Rasio APM
2.15. | perempuan/laki-laki di APM-SMP perempuan
SMP APM-SMP laki-laki
.16 Rasio lakidl k,AP(l:\l/! Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun
o gﬁf\mpuan/ axlak A Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun
Rasio ) APM Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggiusia 19-24 tal
2.17. | perempuan/laki-laki di

Perguruan Tinggi

Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24 tak
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Rasio melek  huruf
218 perempuan terhadap AMH 524 perempuan
77| laki-laki pada kelompok AMH;5.04 laki-laki
usia 15-24 tahun
Kontribusi perempuan
519 dalam pekerjaan | Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian )
77" | upahan di sector Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian x
nonpertanian
3. Pangan
. Rata2 jumlah ketersediaan pangan
Ketersediaan pangan
3.1. utama utama per Tahun (kg) <100%
Jumlah penduduk °
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):
Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD
39 Ketersediaan energi dan 100
2. tei Kapit
protein perkaptia Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):
Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD
100
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi
di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar
Pengawasan dan
. yang berlaku dalam kurun waktu tertentu
3.3. pembinaan keamanan - x100%
anoan Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan
pang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran
yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
4. Pertanahan
Persentase luas lahan Jumlah Luas Lahan bersertifikat
4.1. - - x100%
bersertifikat Jumlah luas wilayah
Penyelesaian kasus Jumlah kasus yang diselesaikan
4.2. x100%
tanah Negara Jumlah kasus yang terdaftar
o ) Jumlah Ijin Lokasi
4.3. Penyelesaian izin lokasi - —x100%
Permohonan [jin Lokasi
5. Lingkungan Hidup
Provinsi
Tersedianya dokumen .
S.1. RPPLH Provinsi Ada/ tidak ada
5.0. | lersusunnya  RPPLH Ada/ tidak ada
Provinsi
Terintegrasinya RPPLH
5.3. dalam rencana Ada/ tidak ada
pembangunan provinsi
Tersedianya dokumen .
5.4. KLHS Provinsi Ada/ tidak ada
Terselenggaranya KLHS
5.5. untuk K/R/P tingkat Ada/ tidak ada

daerah provinsi
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
i . . i
Nilai relatif = —
Lf}'
Rumus metode IP:
(c./L) +eyLg)
JP = l" i/ Y Rata—rata lk i/ U Maksimum
2
Peningkatan Indeks
5.6. . .
Kualitas Air ] ]
0 < PI; 1,0 =2 baik (memenuhi baku mutu)
1,0 < PI; £ 5,0 - cemar ringan
5,0 < PI; < 10,0 = cemar sedang
PI; = 10,0 = cemar berat
Peningkatan Indeks _
5.7. Kualitas Udara IKU = 100 - [S0/0.9 x (Ieu - 0.1)]
IKTL = 100 — ((84,3 — (TH x 100)) x
: 54,3
58 Peningkatan Indeks dimana:
o Kualitas Tutupan Lahan : .
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tutupan Hutan
Laporan Inventarisasi .
5.9. GRK Ada/ tidak ada
Laporan Pelaksanaan
Aksi Mitigasi dan .
5.10. Adaptasi Perubahan Ada/ tidak ada
Iklim Provinsi
5.11. | Jumlah limbah B3 yang Jumlah limbah B3 yang dikelola
dikelola
Dokumen Izin
Pengumpulan . L.1mbah Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi
5.12. | B3 Skala provinsi yang . .
. . yang ditandatangani Gubernur
ditandatangani
Gubernur
Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan  penanggung
jawab usaha dan/atau Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan
kegiatan yang diawasi PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh
5.13. | ketaatannya terhadap Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani x 100 %
izin lingkungan, izin Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina 0
PPLH .dan PUU LH yang dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah
Provinsi
Peningkatan kapasitas
dap Sarana Prasarana 1. Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;
5.14 Pejabat Pengawas 2. Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar
""" | Lingkungan Hidup di| ™ " yang
Daerah  (PPLHD) di | ™inimum
Provinsi
Terfasilitasi
5.15. | Pendampingan Jumlah MHA yang diakui

Pengakuan MHA
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BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

Terverifikasinya ~ MHA
dan Kearifan Lokal atau
Pengetahuan
Tradisional

Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional
yang di verifikasi

Terverifikasi hak
kearifan lokal atau hak
pengetahuan tradisional

Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang
terverifikasi

Penetapan hak MHA

Jumlah penetapan hak MHA

Terfasilitasi
peningkatan
pengetahuan
keterampilan

kegiatan

dan

jumlah MHA yang dif asilitasi
Jumlah Total MHA

X 100%

5.20.

Terfasilitasi penyediaan
sarana/prasarana

jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana

x 1009
Jumlah Total MHA %

5.21.

Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan masyarakat

Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan
yang ada di satu provinsi

5.22.

Terlaksananya
pemberian penghargaan
lingkungan hidup

Ada/ tidak ada

5.23.

Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerah
provinsi, lokasi usaha
dan dampak lintas
kabupaten/kota yang
ditangani

< Pengaduan Masyarakat yang ditangani ) X 100%
total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 0

5.24.

Tersedianya data dan
informasi penanganan
sampah di wilayah
provinsi

Ada/tidak ada

5.25.

Persentase jumlah
sampah yang tertangani
pada kondisi khusus di
Provinsi

umlah sampah yang tertangani (ton
J pah yang gani (ton) % 100%

total jumlah sampah yang timbul saat kondisi khusus (ton)

Kabupaten/Kota

5.26.

Tersusunnya RPPLH

Kabupaten/Kota

Ada/ tidak ada

5.27.

Terintegrasinya RPPLH
dalam rencana
pembangunan
kabupaten/kota

Ada/ tidak ada

5.28.

Terselenggaranya KLHS
untuk K/R/P tingkat
daerah provinsi

Ada/ tidak ada




-221 -

BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
i . . i
Nilai relatif = —
ij
Rumus metode IP:
(c./L) +eyLg)
JP = l" i/ Y Rata—rata lk i/ U Maksimum
2
5.99 Hasil Pengukuruan
7" | Indeks kualitas Air 0 < PI; 1,0 =2 baik (memenuhi baku mutu)
1,0 < PI; £ 5,0 - cemar ringan
5,0 < PI; < 10,0 = cemar sedang
PI; = 10,0 —2 cemar berat
Hasil Pengukuruan _
5.30. | A% | jensuciny IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]
IKTL = 100 — 4,3—-(TH x 1 X
Hasil Pengukuruan 00 ((8 3= 00)) 54,3
5.31. | Indeks kualitas Tutupan | dimana:
Lahan IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tutupan Hutan
Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan
Jljw‘j’lt; usaha daél,/ ataq PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh
egiatan yang diawasi . . .
5.32. | ketaatannya terhadap Pemerintah Dgerah kabupaten/kota ya.ng dltangam. % 100%
. . . Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina
izin lingkungan, izin . ; N L
PPLH dan PUU LH d dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas
dap Sarana Prasarana 1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;
5.33 Pejabat Pengawas 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar
77" | Lingkungan Hidup di TS yang
Daerah (PPLHD) di | fimum
Kabupaten/Kota
Terfasilitasi
5.34. | Pendampingan Jumlah MHA yang diakui
Pengakuan MHA
Terver1f1kgsmy a MHA Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional
5.35. | dan kearifan lokal atau . . .
i yang di verifikasi
pengetahuan tradisional
Terverifikasi hak Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yan
5.36. | kearifan lokal atau hak o . bens yang
.. terverifikasi
pengetahuan tradisional
5.37. | Penetapan hak MHA Jumlah penetapan hak MHA
Terfasilitasi kegiatan
i jumlah MHA yang dif asilitasi
538 peningkatan ] yang dif % 100%
pengetahuan dan Jumlah Total MHA
keterampilan
539, Terfasilitasi penyediaan jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana % 100%

sarana/prasarana

Jumlah Total MHA
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Terlgkganany a Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan
5.40. | pendidikan dan .
. yang ada di satu kabupaten/kota
pelatihan masyarakat
Terlaksananya
5.41. | pemberian penghargaan Ada/ tidak ada
lingkungan hidup
Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
yang ,dl terbitkan oleh Pengaduan Masyarakat yang ditangani
5.42. Pemerintah daerah < umlah 1 . - - ) X 100%
Kabupaten /Kota, lokasi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
usaha dan dampaknya
di Daerah
kabupaten/kota.
i volume timbulan sampah yang ditangani
543, T%mbular.l sampah yang ' panyang g % 100%
ditangani total timbulan sampah
Persentase jumlah | Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang
544 sampah yang terkurangi | dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur
" | melalui 3R ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau
dibuang ke lingkungan
s 45 Persentase cakupan luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) x 100%
“#9. | area pelayanan luas area kabupaten/kota (km2/ha) 0
5.46 Persentase jumlah jumlah sampah yang tertangani (ton) X 100%
“*6. | sampah yang tertangani total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota(ton) ’
Operasionalisasi
5.47. | TPA/TPST/SPA di Nilai TPA (Program Adipura) = 71
kabupaten/kota
Persentase izin jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit
pengelolaan sampah . — x 100%
5.48. jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang
oleh swasta yang diaiukan dal tu tah
diterbitkan iajukan dalam satu tahun
Persentase pengelolaan
sampah oleh swasta jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan
5.49. |yang taat terhadap - X 100%
peraturan  perundang- jumlah pengelolaan sampah oleh swasta
undangan
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.1 E’?‘;io penduduk tber— Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP
o pendu duﬁer satuan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
Rasio bayi berakte Jumlah bayi berakte kelahiran
6.2. . -
kelahiran Jumlah bayi
Rasio pasangan berakte Jumlah pasangan nikah berakte nikah
6.3. ) -
nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah
Ketersediaan database
6.4. kependudukan skala Ada/tidak ada
provinsi
6.5. Penerapan KTP Nasional Sudah/belum

berbasis NIK
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Cakupan  penerbitan Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan
0.6. Kartu Tanda Penduduk P x100%
Jumlah penduduk wajib KTP
(KTP)
Cak bi jumlah penduduk lahir dan memperoleh
6.7. al?taulrc);zhirar};)ener itan akta kelahiran di tahun bersangkutan <100%
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan °
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Cakupan sarana
71 prasarana perkantoran Jumlah kantor pemerintahan desa yang balkxlOOO/
o pemerintahan desa yang Jumlah seluruh pemerintahan desa °
baik
Rata-rata jumlah
7.9 kelompok binaan Jumlah kelompok binaan LPM
- lembaga pemberdayaan Jumlah LPM
masyarakat (LPM)
73 Rata-rata jumlah Jumlah kelompok binaan PKK
o kelompok binaan PKK Jumlah PKK
7.4. Persentase LSM aktif Jumlah LSM aktif x100%
Jumlah LPM
Persentase LPM Jumlah LPM berprestasi
75| Berprestasi Jumlah LPM x100%
Jumlah PKK aktif
7.6. Persentase PKK aktif 9
Jumlah PRK__ 1 00%
Persentase Posyandu Jumlah Posyandu aktif
7.7. ) 100%
aktif Total Posyandu x °
Swadaya Masyarakat Jumlah Swadaya masyarakat mendukung
terhadap Program
7.8. Program Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan Total P Pemberd M at x100%
masyarakat otal Program Pemberdayaan Masyaraka
program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca yang dikembangkan dan
7.9. Program pemberdayaan dipelihara masyarakat
x100%
masyarakat Total pasca program pemberdayaan
masyarakat
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
P 1
r={4) X () - 1} x 100
r = laju pertumbuhan penduduk
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar
t = selisih tahun Pt dengan PO
Laju pertumbuhan )
8.1. penduduk (Lpp) | Pt=Po + (B - D) + (Mi - Mo)
Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)
B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode O - t
D (death) = Jumlah Kematian selama periode O - t
Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode O - t
Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode O - t
TFR =5Y7_, ASFRi
bi
ASFRi=— xK
Pif
TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
8.2. Total Fertility Rate (TFR) ) ] '
b; = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i
pada tahun tertentu
bi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan)
83 yang berperan  aktif Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB <100
e dalam pembangunan Jumlah semua perangkat daerah
Daerah melalui
Kampung KB
Persentase Perangkat
Daerah  (Dinas/Badan) Jumlah perangkat daerah yang menyusun &

8.4. yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk
memanfaatkan x100%
Rancangan Induk Jumlah semua perangkat daerah
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan
(Peraturan
Daerah/Peraturan

8.5. Kepala Daerah) yang Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
mengatur tentang
pengendalian kuantitas
dan kualitas penduduk
Jumlah s